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5ABSTRAK
ARI YUNIARTI. E 0006266, 2010. KAJIAN KEKUATAN YURIDIS HASIL
PEMERIKSAAN DOKTER TENTANG PENENTUAN STATUS
KESEHATAN TERPIDANA ATAS KETIDAKHADIRAN DALAM
EKSEKUSI PUTUSAN (TELAAH KASUS KORUPSI ANGGARAN BIAYA
TAMBAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
(APBD) SURAKARTA TAHUN 2003 OLEH SLAMET SURYANTO).,
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan yuridis dari rekam
medis yang digunakan oleh terpidana untuk memohon penundaan eksekusi
dengan alasan kesehatan dilihat dari sudut pandang hukum dan sudut pandang
Jaksa sebagai pihak yang mengeksekusi.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal bersifat
preskriptif, mengkaji pertimbangan hakim dalam menentukan medical record
sebagai alasan untuk penundaan pelaksanaan eksekusi pidana kasus korupsi yang
telah menimbulkan kerugian negara terhadap vonis yang telah dijatuhkan melalui
putusan yang telah “Inkracht Van Gewijde”. Sumber penelitian sekunder yang
digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.Teknik
pengumpulan sumber penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan, putusan
pengadilan dan rujukan internet. Di dalam Analisis digunakan silogisme deduksi
dengan pengumpulan bahan hukum untuk menafsirkan norma terkait, kemudian
sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan
yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian
yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui pertimbangan Jaksa dalam
menentukan kekuatan medical record atau rekam medis sebagai bukti surat untuk
dapat dilakukannya penundaan terhadap pemidanaan putusan kasus korupsi yang
telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan terpidana tersebut dinyatakan telah
sembuh dan dapat menjalani proses hukum.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa surat ”rekam
medis” dapat digunakan sebagai bukti dalam hal penundaan pelaksanaan eksekusi
putusan atas kasus korupsi yang merugikan uang negara dengan dana Anggaran
Biaya Tahunan (APBD Surakarta) yang dilakukan oleh mantan walikota Surakarta
Slamet Suryanto dengan alasan kemanusiaan dan pertimbangan hukum yang
dalam hal ini penundaan dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu sampai
dengan terpidana dinyatakan sembuh dan dapat menjalani proses hukum.
Kata Kunci : rekam medis, eksekusi, korupsi
6ABSTRACT
ARI YUNIARTI. E0006266, 2010. A REVIEW ON THE JURIDICAL
STRENGTH OF DOCTOR EXAMINATION RESULT ABOUT THE
HEALTH STATUS DETERMINATION FOR THE ACCUSED AGAINST
THE ABSENTEEISM IN THE VERDICT EXECUTION (A CASE STUDY
ON INCREMENTAL EXPENSE BUDGET CORRUPTION OF
SURAKARTA LOCAL GOVERNMENTAL BUDGET (APBD) IN 2003 BY
SLAMET SURYANTO), LAW FACULTY OF SURAKARTA SEBELAS
MARET UNIVERSITY.
This research aims to find out the juridical strength of medical record used
by the accused to propose the execution delay with health reason viewed from the
law perspective and the perspective of the judge as the executor party.
This study belongs to a normative law or doctrinal research that is
prescriptive in nature, studying about judge’s rationale in determining the medical
record as the reason of delaying execution against the corruption crime that had
make the state lose out on the verdict sentence through the “Inkracht Van
Gewijde”. The secondary source of research used included the primary and
secondary law materials. Technique of collecting the research source was library
study, court’s verdict and internet reference. In the analysis, the deductive
syllogism was used by collecting data to interpret the related norm, and then the
source of research was processed and analyzed to answer the problem studied.
The final stage is to draw a conclusion from the processed source of research, so
that finally it can be found the judge’s deliberation in determining the medical
record as the letter evidence to undertake the execution delay against the
corruption verdict that has had fixed legal power until the accused is stated as
cured and can undertake the law process.
Considering the result of research and discussion, it can be concluded that
firstly the concept of compulsory presence of the accused for the verdict execution
in Slamet Suryanto corruption case according to the Penal Code is compulsory
because if there is fixed legal-powered verdict, the accused is obliged to undertake
the punishment verdict and will be executed by the Prosecutor and the execution
is oversaw by the Overseeing Judge, secondly, the juridical power of doctor
argument (medical record) on the health status determination of the accused for
his absence in the verdict execution is not inherent meaning that there is no a must
for the Judge and Prosecutor to take for granted the medical record. However, in
fact with the humanity reason this medical record is used as the reason of
execution delay.
Keywords: medical Record, execution, corruption
7MOTTO
Jika kau ingin naik lebih tinggi gunakan kakimu sendiri! jangan buat dirimu
dibawa keatas. Jangan pula dengan menginjak bahu atau kepala orang lain!
(Frederich Nietzsche).
Janganlah kita lemah dalam menghadapi kehidupan yang sulit, karena kelemahan
akan membawa kita kejurang keterpurukan dan akhirnya kita akan celaka. Tapi
tetaplah bersabar karena dibalik kesulitan yang kita hadapi terdapat
kebahagiaan yang belum kita rasakan sebelumnya.
Belajarlah menghargai dan menjaga apa yang kamu miliki karena kamu akan
merasa memilikinya saat kamu kehilangan.
.
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BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan,
karena telah semakin meluas dan merambah pada lembaga Eksekutif, Legislatif
dan Yudikatif. Kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor penghambat utama
pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Ketidakberhasilan Pemerintah
memberantas korupsi juga semakin melemahkan citra Pemerintah dimata
masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan yang tercermin dalam bentuk
ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan
bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikan
yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kesatuan dan
persatuan bangsa.
Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa
bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada
kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang
meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan
hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi
tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi
suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Begitu pun dalam upaya
pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-
cara yang luar biasa.
Saat ini masalah hukum di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian
serius adalah korupsi. Korupsi yang saat ini sudah menjadi public enemy bagi
masyarakat baik di Indonesia maupun dalam lingkup internasional, berpotensi
menjadi suatu ekses sistemik yang kian mendegradasi berbagai potensi atau
kemampuan suatu bangsa dimana korupsi itu sendiri mempunyai dampak negatif
yang serius terkait dengan pembangunan nasionalyang meliputi berbagai aspek:
a. Kehidupan politik ekonomi dan sosial;
b. Kebocoran anggaran pada organisasi atau administrasi pemerintahan;
c. Ataupun terkorporasi pada kelemahan pembangunan nasional
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Korupsi bukan lagi merupakan suatu fenomena yang baru di Indonesia,
karena salah satu isu yang paling krusial saat ini untuk dipecahkan ialah masalah
korupsi baik yang terjadi pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.
Hal ini disebabkan semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin sulit
untuk diatasi. Ironisnya banyak pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang
terbebas dari jeratan hukum baik karena alasan tidak cukup bukti hingga alasan
kesehatan seperti misalnya kasus korupsi yang pelakunya tidak dapat menjalani
proses hukum karena dinyatakan sakit. Selama ini Pemerintah Indonesia
sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi korupsi. Upaya pemerintah dalam
pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui berbagai kebijakan baik berupa
peraturan perundang-undangan maupun dengan cara membentuk komisi-komisi
yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).. Berikut adalah daftar para pejabat tinggi
Indonesia yang pernah ditahan atau masih dalam proses hukum karena kasus
korupsi.
(http://daftarkorupsi.blogspot.com/2007/04/daftar-para-pejabat-tinggi.html).
Tabel I: Kasus Korupsi Pejabat Pusat dan Daerah
No Nama Pejabat Jabatan
1
2
3
4
5
6
7
8
Abdullah Puteh
Basuki
Beddu Amang
Bob Hasan
Hendro Budiyanto
Heru Supraptomo
Hutomo Mandala Putra
Soeharto
Ida Bagus Oka
Mantan Gubernur Aceh
Mantan Ketua DPRD Surabaya
Mantan Kepala Bulog
Mantan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan
Mantan Direktur Bank Indonesia
Mantan Direktur Bank Indonesia
Mantan Anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Mantan Gubernur Bali dan Menteri
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
M. Sahid
Mulyana W. Kusumah
Nazaruddin Syamsuddin
Nurdin Halid
Paul Sutopo
Rahardi Ramelan
Slamet Suryanto
Rusadi Kantaprawira
Said Agil Husin Al Munawar
Sri Roso Sudarmo
Suyitno Landung
Syaiffruddin Temenggung
Adang Darajatun
Syahril Sabirin
Safder Yussac
Sosial
Mantan Wakil Walikota Bogor
Mantan Anggota Komisi Pemilihan
Umum (KPU)
Mantan Ketua Komisi Pemilihan
Umum (KPU)
Mantan Ketua Persatuan Sepak
Bola Seluruh Indonesia
Mantan Direktur Bank Indonesia
Mantan Menteri Perdagangan
Mantan Walikota Surakarta
Mantan Anggota Komisi Pemilihan
Umum (KPU)
Mantan Menteri Agama
Mantan Bupati Bantul
Mantan Kepala Badan Reserse dan
Kriminal POLRI
Mantan Kepala Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN)
Mantan Wakil POLRI
Mantan Gubernur Bank Indonesia
Mantan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum (KPU)
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus korupsi di Indonesia banyak
dilakukan oleh para pejabat pemerintah baik pejabat pemerintahan pusat maupun
pejabat pemerintahan daerah dari BUMN sampai dengan departemen hingga
merugikan uang negara lebih dari ratusan juta rupiah.  Dalam kasus korupsi yang
dilakukan oleh pejabat daerah khususnya di Surakarta salah satu contohnya adalah
kasus korupsi Anggaran Biaya Tambahan APBD Surakarta tahun 2003 yang
dilakukan oleh Slamet Suryanto selaku mantan walikota Surakarta. Pada kasus
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tersebut mantan Walikota Surakarta ini telah melakukan korupsi terhadap uang
negara sebesar Rp. 6,9 milliar dan kini telah dijatuhi vonis pidana penjara 1 tahun
3 bulan. Namun karena alasan kesehatan yang diperkuat dengan adanya medical
record (rekam medis) Slamet Suryanto tidak dapat menghadiri eksekusi putusan
hingga menyebabkan penundaan eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Surakarta
karena alasan perikemanusiaan.
Penundaan eksekusi karena alasan kesehatan dengan menyertai suatu
“Rekam Medis” yang menyatakan bahwa pasien tidak dapat menjalani proses
hukum dan harus mendapatkan perawatan intensif inilah yang belakangan telah
menjadi cara baru bagi para koruptor agar terbebas dari pemidanaan demi
menghindari hukuman, inilah yang menyebabkan kasus ini penting untuk dikaji.
Apabila kasus semacam ini tidak kita perhatikan, maka akan menimbulkan
dampak buruk bagi penanganan kasus korupsi di Indonesia yang membawa
masyarakat Indonesia ke dalam persoalan-persoalan ekonomi, politik dan sosial.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti tertarik
untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam penelitian hukum dengan
judul “KAJIAN KEKUATAN YURIDIS HASIL PEMERIKSAAN DOKTER
TENTANG PENENTUAN STATUS KESEHATAN TERPIDANA ATAS
KETIDAKHADIRAN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN (TELAAH KASUS
KORUPSI ANGGARAN BIAYA TAMBAHAN PADA ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) SURAKARTA TAHUN 2003
OLEH SLAMET SURYANTO).
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B. Rumusan Masalah
Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan
penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun
perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang dimuka. Adapun
perumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah :
1. Bagaimana konsepsi kewajiban hadirnya Terpidana atas eksekusi putusan
pada kasus korupsi Slamet Suryanto dalam Ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Bagaimana kekuatan yuridis pendapat dokter (Rekam Medis) atas penentuan
status kesehatan Terpidana pada ketidakhadirannya dalam eksekusi putusan?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak
dicapai oleh peneliti, yang mana tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Tujuan Obyektif
a. Mengetahui kewajiban hadirnya Tepidana atas eksekusi putusan pada
kasus korupsi Slamet Suryanto dalam Ketetuan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).
b. Mengetahui kekuatan yuridis pendapat dokter atau biasa disebut dengan
rekam medis (medical record) atas penentuan status kesehatan Terpidana
dalam proses eksekusi putusan
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana S1
dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman aspek teoritik dan
praktik terhadap kekuatan ”Hasil Pemeriksaan Dokter” pada proses
eksekusi perkara pidana.
c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar
dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat
pada umumnya.
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D. Manfaat Penelitian
Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan
yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat
penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang
menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang
berguna bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana khususnya
mengenai penggunaan bantuan tenaga ahli yang dalam hal ini adalah
dokter pembuat “hasil pemeriksaan dokter” atau disebut “rekam medis”
dalam tahap penetapan eksekusi Terpidana dalam suatu perkara pidana.
b. Dapat bermanfaat sebagai literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah,
khususnya untuk memberikan deskripsi yang jelas mengenai kekuatan
hasil pemeriksaan dokter dalam proses eksekusi perkara pidana serta
memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas
penerapan hubungan ilmu hukum khususnya hukum pidana dengan
bidang ilmu lainnya yaitu ilmu kedokteran.
2. Manfaat Praktis
a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti penulis yaitu
bagaimana kekuatan yuridis hasil pemeriksaan dokter tentang penentuan
status kesehatan Terpidana atas ketidakhadiran dalam eksekusi putusan
pada kasus korupsi Slamet Suryanto yang telah Inkracht Van Gewijde
b. Penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan
penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang didapat dari
bangku kuliah dengan penerapan teori dan peraturan yang terjadi di
masyarakat
c. Sebagai bahan masukan serta memberi sumbangan pemikiran bagi
pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
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E. Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab
isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan
argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan
masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).
Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian
dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan adalah peneliti harus terlebih
dahulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin
ilmunya (Johnny Ibrahim, 2006:26). Didalam penelitian hukum, konsep ilmu
hukum dan metodologi yang digunakan di dalam suatu penelitian memainkan
peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak
terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya (Johnny Ibrahim,
2006:28).
Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan
metode penulisan antara lain sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Ditinjau dari sudut penelitian hukum,maka pada penelitian ini penulis
menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif
memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (doctrinal research)
yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (librabry based) yang
fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan
sekunder. Sehingga penelitian hukum menurut Johny Ibrahim ialah suatu
prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan
hukum dari sisi normatifnya  (Johnny Ibrahim, 2006:44).
Pendapat ini dipertegas pula oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan
bahwa disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif adalah pada
obyeknya, obyek tersebut adalah hukum yang terutama terdiri atas kumpulan
peraturan-peraturan hukum yang bercampur aduk dan merupakan tidak
terbilang banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan setiap
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tahunnya dan ilmu hukum normatif tidak melihat hukum sebagai suatu
structured whole of system (Johny Ibrahim, 2006:57)
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum itu
sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif artinya
sebagai ilmu yang besifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum,
konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki,
2005:22). Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis akan memberikan
preskriptif kajian mengenai hasil pemeriksaan dokter atas penentuan status
Terpidana dalam proses eksekusi pada kasus korupsi menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, UU No 20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran
3. Pendekatan Penelitian
Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian
normatif, maka terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum antara lain
pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case
approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif
(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach)
(Peter Mahmud Marzuki, 2005:93).
Dari beberapa pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan
pendekatan kasus (case approach) yaitu studi putusan:
a. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.140/PID.B/2006/P.SKA
tanggal 14 Maret 2007 mengenai Kasus Korupsi Anggaran Biaya
Tambahan APBD Surakarta dengan Terpidana Slamet Suryanto
b. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.161/Pid/2007/PT.Smg
tanggal 19 September 2007 mengenai Kasus Korupsi Anggaran Biaya
Tambahan APBD Surakarta dengan Terpidana Slamet Suryanto
c. Putusan Mahkamah Agung No. 693 K/PID.SUS/2008 mengenai Kasus
Korupsi Anggaran Biaya Tambahan APBD Surakarta dengan
Terpidana Slamet Suryanto
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4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian
Jenis bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah bahan
hukum sekunder. Dalam bukunya, Penelitian Hukum, Peter Mahmud
mengatakan, bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya
data. Sehingga yang yang digunakan adalah bahan hukum. dalam hal ini
adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,
artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini
adalah
1) Putusan Mahkamah Agung No. 693 K/PID.SUS/2008 mengenai Kasus
Korupsi Anggaran Biaya Tambahan APBD Surakarta dengan
Terpidana Slamet Suryanto,
2) UU No. 31 tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
3) Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan yang digunakan di
dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum,
jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memuliki korelasi
untuk mendukung penelitian ini.
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
Prosedur pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan dengan jalan
membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun
literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas
berdasarkan data sekunder. Dari bahan-bahan hukum tersebut kemudian
dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan penunjang di dalam penelitian ini.
Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu
menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap
permasalahan kongkret yang dihadapi (Jonny Ibrahim, 2006:393).
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6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan
metode silogisme. Dalam hal ini analisis dilakukan dengan menarik
kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap
permasalahan kongkret yang dihadapi dan menyusun agumentasi-argumentasi
berdasarkan pendekatan penelitian guna mendapatkan jawaban atas rumusan
masalah yang telah ditentukan yaitu mengenai kekuatan yuridis rekam medis
sebagai dasar adanya penundaan eksekusi dengan alasan kemanusiaan.
F. Sistematika Penelitian Hukum
Untuk menjabarkan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka
penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika ini
terdiri dari 4 (empat) bab. Tiap-tiap bab tebagi dalam sub-sub bagian yang
dimaksudkan untuk memudahakan pemahaman terhadap keseluruhan hasil
penelitian ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang
masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yang
digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori yang menjadi
landasan atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan
literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.
Kerangka teori tersebut meliputi tinjauan tentang rekam medis
(medical record), tinjauan tentang eksekusi dan tinjauan tentang
korupsi di Indonesia
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BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan dan hasil
yang diperoleh dari proses meneliti. Berdasarkan rumusan masalah
yang diteliti, terdapat hal pokok permasalahan yang dibahas dalam
bab ini yaitu mngenai kewajiban hadirnya Terpidana dalam
eksekusi pidana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan
kekuatan yuridis rekam medis bagi jaksa atas penentuan status
Terpidana dalam eksekusi putusan
BAB IV : PENUTUP
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang
dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses
meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada
para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan Umum Tentang Rekam Medis
a. Istilah ”Rekam Medis”
Istilah ”Rekam Medis” atau ”Rekam Medis” atau ”Medical
Record” (Inggris), dalam KUBI (kamus umum bahasa Indonesia ) berarti
hasil perekaman yang berupa keterangan mengenai hasil pengobatan
pasien; sedangkan rekam kesehatan yaitu hasil perekaman yang berupa
keterangan mengenai kesehatan pasien. Menurut Permenkes RI
No.749a/Menkes/PER/XII/1989 disebutkan bahwa:”Rekam Medis adalah
berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien,
pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada
sarana pelayanan kesehatan”. Menurut Pasal 46 Undang-undang No 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Pradoks): “rekam medis adalah
berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien,
pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah
diberikan kepada pasien”. Dijelaskan lebih lanjut dalam surat keputusan
derektorat jenderal pelayanan medik No. 78 tahun 1991 tentang
penyelenggaraan rekam medis merekam hasilnya rekaman di rumah sakit,
bahwa ”rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen
tentang identitas pasien, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan,
tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada seorang pasien selama
dirawat di rumah sakit yang dilakukan di unit-unit rawat jalan termasuk di
unit gawat darurat dan unit unit rawat inap”.
Rekam medis adalah rekaman atau catatan mengenai siapa, apa,
mengapa, bilamana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama masa
perawatan yang memuat pengetahuan mengenai pasien dan pelayanan
yang diperolehnya serta memuat informasi yang cukup untuk
menemukenali (mengidentifikasi) pasien, membenarkan diagnosis dan
pengobatan serta medis adalah buku harian perawatan (Huffman EK,
1992:18).
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Rekam medis memiliki lima tujuan sebagai sumber dokumen untuk
beberapa pemakai dengan tujuan dan prioritas yang berbeda-beda, sebagai
sumber data dan sarana umum untuk komunikasi, sebagai dokumen untuk
tujuan medikolegal, sebagai dokumen sumber untuk kualitas jaminan
perawatan atau pemeriksaan atau pembayaran, sebagai sumber pendidikan
dan riset dalam proses perkembangan penyakit.
b. Pengaturan Rekam Medis terdapat dalam (UU No 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran)
Pasal 46
1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran
wajib membuat rekam medis.
2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera
dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.
3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda
tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.
Pasal 47
1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan,
sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.
2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan
dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan
sarana pelayanan kesehatan.
3) Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
c. Manfaat dari rekam medis
Menurut Permenkes No.749 Tahun 1989 Pasal 13 menyebutkan bahwa
rekam medis dapat dipakai sebagai:
1) Dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien
2) Bahan pembuktian dalam perkara hukum
3) Bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan
4) Dasar pembiayaan biaya pelayanan kesehatan
5) Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.
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d. Isi dan Cara Penulisan Rekam Medis
Dalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaan PP No. 27 tahun
1983 tidak ditemukan ketentuan yang mengatur tentang bagaimana
seharusnya isi dan cara penulisan keterangan dokter sebagai keterangan
tertulis sebenarnya dapat dibuat oleh dokter tanpa ada ketentuan format
formalnya, dengan ketentuan bahwa:
1) Dibuat dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh para justisi yang
bukan dokter;
2) Maksud dimintakannya keterangan itu untuk membuat terang perkara
pidana guna kepentingan pemeriksaan atas sumpah jabatan atau
dikuatkan dengan sumpah.
Secara garis besar berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh para dokter,
isi keterangan tertulis yang terdapat pada surat keterangan dokter terdiri atas 4
bagian yaitu:
1) Pendahuluan, Pada Bagian ini berisi identitas peminta, identitas dokter
yang melakukan pemeriksaan, identitas objek yang diperiksa, alasan
dimintakannya keterangan dokter, tempat pemeriksaan, dan waktu
dilakukannya pemeriksaan.
2) Hasil pemeriksaan, berisi hal-hal yang objektif yang dilihat dan
ditemukan pada objek yang diperiksa. Tidak semua hal-hal yang
dilihat dan ditemukan dituangkan seluruhnya kedalam bagian ini, akan
tetapi terbatas pada hal-hal yang ada relevansinya dengan maksud
dimintakannya keterangan dokter yang perlu dikemukakan.
3) Kesimpulan, Bagian kesimpulan berisi hal-hal yang bersifat
interpretative tentang hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat.
4) Penutup, Bagian Penutup berisi pernyataan yang mengatakan bahwa
keterangan tertulis tersebut diisi dengan sesungguhnya dengan
dikuatkan sumpah jabatan. Pernyataan ini sangat penting agar
keterangan tertulis dari dokter sebagai ahli dapat diakui sebagai alat
bukti yang sah. Pada bagian ini juga dibubuhi tanda tangan dan nama
dokter yang melakukan pemeriksaan.
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Pada surat keterangan ahli dalam hal ini adalah rekam medis secara garis
besar cara penulisan keterangan tertulis sebagai ahli adalah sebagai berikut:
1) Keterangan tertulis dokter sebagai ahli perlu diketik diatas kertas
bermaterai atau kerta biasa dengan syarat pada sudut kiri atas dibubuhi
tulisan;
2) Bahasa yang digunakan hendaknya bahasa yang mudah dimengerti
oleh para praktisi yang bukan dokter;
3) Istilah kedokteran yang tidak mungkin dihindari dapat ditulis dengan
disertai keterangan yang sejelas-jelasnya;
4) Angka-angka sebaiknya ditulis lengkap sedapat mungkin dihindari
coretan-coretan;
5) Bagian yang kosong hendaknya dipenuhi atau diisi dengan garis-garis
mendatar;
6) Jika keterangan diketik pada lebih dari selembar kertas, maka
hendaknya lembaran-lembaran tersebut dijadikan satu dan disegel.
7) Keterangan tertulis dari dokter sebagai ahli harus diperlakukan sebagai
dokumen dan hanya diberikan pada pihak yang memintanya.
2. Tinjauan tentang Eksekusi (Pelaksanaan Putusan) di Indonesia
a. Pengertian Eksekusi
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, arti kata ”eksekusi” tercantum
antara lain adalah pelaksanaan putusan hakim. ”Eksekusi merupakan
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap (Inkracht Van Gewijde)” (Leden Marpaung, S.H, 1992:485).
“Eksekusi berarti pelaksanaan dari putusan pengadilan (J.C.T.
Simorangkir 1980:52)”. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakinman mengatur hal tersebut sebagai berikut:
1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang dilakukan
oleh jaksa.
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2) Pengawasan pelaksanaan tersebut ayat (1) dilakukan oleh Ketua
Pengadilan yang bersangkutan berdasrkan Undang-Undang.
Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang
diucapkan didalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa
pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal
serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dan dijelaskan
didalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal
54 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 36 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004  tentang Kekuasaan Kehakinman
bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Pada setiap putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah melekat kekuatan
eksekutorial menurut ketentuan umum pada hukum eksekusi yang ditarik
dalam ketentuan Pasal 195 ayat (1) dan Pasal 224 HIR.
Amar putusan yang memuat pemidanaan tersebut berisi jenis
hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHAP yakni:
Pidana pokok yang terdiri dari:
1) Pidana Mati
2) Pidana penjara
3) Kurungan
4) Denda
Pidana tambahan yang terdiri dari:
1) Pencabutan hak-hak tertentu
2) Perapasan barang-barang tertentu
Jenis-jenis putusan terdiri dari:
1) Putusan bebas
Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum, karena :
(1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak
terbukti
(2) Tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian
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(3) Kesalahan yang terbukti tidak didukung keyakinan hakim.
2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dimana apa
yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan
meyakinkan, tetapi sekalipun terbukti, Hakim berpendapat bahwa
perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak merupakan tindak
pidana.
3) Putusan pemidanaan
Apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana sesuai dengan
ancaman pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan.
Jenis-jenis putusan pidana antara lain pidana mati, pidana penjara,
pidana kurungan dan pidana denda.
Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan
salinan surat putusan kepadanya (Pasal 270 KUHAP). Dalam hal pidana
mati pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan menurut
ketentuan undang-undang (Pasal 271 KUHAP).
Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian
dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan
terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana
yang dijatuhkan lebih dahulu, ketentuan yang dimaksud dalam pasal ini
ialah bahwa pidana yang dijatuhkan berturut-turut itu ditetapkan untuk
dijalani oleh terpidana berturut-turut secara berkesinambungan diantara
menjalani pidana yang satu dengan yang lain (Pasal 272 KUHAP).
1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, menurut Pasal 273
kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar
denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang
harus seketika dilunasi.
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2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut
pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.
3) Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti
dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada
Pasal 46 KUHAP, jaksa menguasakan benda tersebut pada kantor
lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang
hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa. Jangka
waktu tiga bulan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memperhatikan
hak yang tidak mungkin datasi pengaturannya dalam waktu singkat.
4) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang
untuk paling lama satu bulan. Perpanjangan waktu sebagaimana
tersebut pada ayati ini tetap dijaga agar pelaksanaan lelang itu tidak
tertunda.
Apabila lebih dari satu orang yang dipidana dalam satu perkara,
maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 274 KUHAP dibebankan kepada mereka bersama-sama secara
berimbang, karena terdakwa dalam hal yang dimaksud dalam pasal ini
bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak
pidana dalam satu perkara, maka wajar bilamana biaya perkara dan atau
ganti kerugian ditanggung bersama secara berimbang (Pasal 275 KUHAP).
Selanjutnya, dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat,
maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan
yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang (Pasal
276).
b. Alasan Penundaan Eksekusi
Setiap alasan permohonan penundaan eksekusi harus diteliti dan
dipertimbangkan  secara ”kasuisitik” yaitu menyentuh rasa kemanusiaan.
Menurut pengamatan dan praktik. Ada beberapa alasan penundaan
eksekusi, salah satu alasan adanya penundaan eksekusi adalah alasan
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perikemanusiaan. Alasan perikemanusiaan ini sering dijadikan alasan
permohonan penundaan eksekusi yang bersifat sementara (M Yahya
Harahap:311). seperti yang terjadi dalam eksekusi kasus korupsi Terpidana
Slamet Suryanto yang dalam hal ini penundaan dilakukan karena alasan
kesehatan Terpidana yang tidak memungkinkannya untuk menjalani vonis
pidana penjara 1 tahun 3 bulan dengan adanya hasil pemeriksaan dari
dokter atas kesehatannya.
Menurut teori realisme, hukum yang hendak ditegakkan dalam
kehidupan masyarakat tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan,
moral, agama dan kepatutan yang dikaitkan dengan falsafah pancasila dan
proyeksi formasi sosial ekonomi kekeluargaan yang dikehendaki pasal 33
UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia seseorang sebagai Warga Negara
Indonesia (WNI) Maka dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut
diatas, maka semakin kuat alasan untuk membenarkan penundaan eksekusi
yang bersifat ”sementara” tersebut ( M Yahya Harahap: 312).
c. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi)
Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus
untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan
terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan
kemerdekaan. Hakim sebagaimana dimaksud yang disebut hakim
pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling
lama dua tahun (Pasal 277).
Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan
pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan
dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat
pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan
pengamatan (Pasal 278).
Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada
Pasal 278, wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada
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setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 (Pasal 279).
Dalam Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
ditegaskan bahwa:
1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna
memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk
bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan,
yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga
pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana
selama menjalani pidananya.
3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap
dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
4) Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277
berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.
Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga
pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-
waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan
hakim tersebut. Informasi yang dimaksud dalam pasal ini dituangkan
dalam bentuk yang telah ditentukan (Pasal 281).
Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim
pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga
pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu (Pasal 282).
Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim
pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala (Pasal
283).
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3. Tinjauan tentang Korupsi di Indonesia
Di zaman sekarang ini tindak pidana korupsi di Indonesia
merupakan masalah yang sangat serius karena tindak pidana korupsi dapat
membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya,
membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik
bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa
karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut
(Ermansjah Djaja, 2008:2).
a. Pengertian Korupsi
Istilah “korupsi” berasal dari satu kata dalam bahasa Latin:
corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak,
menggoyahkan, memutarbalik, menyogok dan disalin ke berbagai bahasa.
Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau corrupt,
dalam bahasa Prancis menjadi corruption dan dalam bahasa Belanda itulah
lahirlah korupsi dalam bahasa Indonesia (Andi Hamzah,
1997:7).Corruptie yang juga disalin menjadi corruptien dalam bahasa
Belanda itu mengandung rti perbuatan korup, penyuapan (Wijowasito,
1998:128).Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik
politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan
tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat
dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang
dipercayakan kepada mereka. Axel Dreher, Christos Kotsogiannis, Steve
McCorriston (2004) dalam Corruption Around the World, Evidence from a
Structural Model
Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah
dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 juncto UU
No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh
bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal terebut menerangkan
secara terperinci mengenai suatu perbuatan yang bisa dikenakan pidana
penjara karena korupsi.
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Menurut Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun
2001 tentang    Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Korupsi yaitu
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara”.
b. Unsur-Unsur Korupsi
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis
besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
1) Perbuatan melawan hukum
2) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
3) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain,
diantaranya:
1) Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
2) Penggelapan dalam jabatan
3) Pemerasan dalam jabatan
4) Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/ penyelenggara
negara)
5) Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara).
Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah
penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk
pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya
korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan
pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan,
sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung
korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para
pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa
berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering
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memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian
uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini
saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat
penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas atau kejahatan
tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara
yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik
ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat
lain. Kondisi yang mendukung munculnya korupsi yaitu :
1) Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak
bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering
terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
2) Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah.
3) Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih
besar dari pendanaan politik yang normal.
4) Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
5) Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan
"teman lama".
6) Lemahnya ketertiban hukum.
7) Lemahnya profesi hukum.
8) Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
9) Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
10) Rakyat yang tidak perduli, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang
gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.
11) Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan
atau "sumbangan kampanye".
c. Etilogi sosial sebagai faktor-faktor penyebab korupsi
Berkaitan dengan perkembangan korupsi di Idonesia selain dapat
diselidiki fenomena sosial dalam praktek juga penting untuk mencermati
secara etiologi sosial (Dr Drs Igm Nurdjana, Sh Mhum : 30) , maka
faktor-faktor penyebab korupsi antara lain adalah:
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1) Masih melekatnya budaya feodal dengan perilaku upetisme,
premodialisme, dan nepotisme yang mementingkan keluarga dan
kroni-kroni yang mendorong perbuatan korupsi;
2) Kesenjangan dalam sistem penggajian dan kesejahteraan dalam
bentuk politic risk dan economic risk sebagai dukungan anggaran,
fasilitas dalam bertugas;
3) Lemahnya manajemen kepemimpinan institusi pemerintahan
termasuk BUMN, Pemerintahan Daerah, koperasi dll yang tidak
memberikan keteladanan, kesederhanaan dan pola hidup sederhana
sehingga kurangnya fungsi kontrol melalui pengawasan hingga
menjadi sangat toleran untuk perbuatan korupsi;
4) Terjadinya emosi moral pada setiap lapisan sosial masyarakat,
rendahnya keimanan dan moralitas para pejabat negara sehingga ego
kepentingan pribadi berada jauh lebih tinggi daripada kepentingan
umum;
5) Gaya hidup yang sangat konsumtif;
6) Adnya kemiskinan dan pengangguran di daerah-daerah disertai
dengan adanya diskriminasi perlakan hukum bagi para pelaku
kejahatan  dan pelaku korupsi;
7) Produk politik hukum yang menghasilkan instrumen perundang-
undangan yang berpotensi korupsi;
8) Penerapan hukum terhdap pelaku korupsi disamping lamban juga
tidak menimbulkan efek jera dan dianggap kasus biasa (ordinary
crime);
9) Kurangnya pemahaman masyarakat yang membedakan antara
perbuatan korupsi dengan perbuatan kriminalitas lainnya atau
perbuatan kejahatan;
10) Penindakan kasus korupsi oleh institusi penegak hukum yang
berwenang (Polisi, Jaksa, KPK, dan Hakim) masih relatif kecil dan
banyak permasalahan korupsi yang akhirnya tidak tuntas atau
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pelakunya dibebaskan dan adapula yang mengalami penundaan
eksekusi karena alasan tertentu seperti misalnya alasan kesehatan.
d. Pemberantasan Korupsi oleh pihak Kejaksaan dan Kepolisian
Sebagaimana diketahui bahwa wewenang jaksa ialah bertindak
sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor, sementara tugas
penyidikan ada di tangan POLRI, hal ini sebagaimana diatur di dalam
Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan diatur
lebih lanjut dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan jaksa (penuntut
umum) untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan. Seyogianya jika
tidak ada kewenangan untuk melakukan penyidikan maka berita acara
pemeriksaan itu diambil alih, dan dapat ditafsirkan tidak sah (Evi Hartanti,
2007: 40).
Sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan
bahwa: Dalam waktu dua tahun setelah ketentuan undang-undang ini
diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan
undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai
ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang
tertentu, sampai ada perubahan dan/ atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.
Yang pada penjelasannya, disebutkan bahwa yang dimaksud
dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada
undang-undang tertentu” adalah ketentuan khusus acara pidana
sebagaimana tersebut pada :
1) Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan
Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun
1955);
2) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971).
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Dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana
tersebut pada undang-undang akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana
ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada
pejabat penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP, maka
kejaksaan tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap
perkara-perkara tindak pidana umum. Namun demikian, sesuai dengan
ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 17 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 tahun 1983, jaksa masih berwenang untuk
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (Tindak Pidana
Khusus) (Evi Hartanti, 2007: 41).
Selain pihak kejaksaan, pemberantasan korupsi juga dilakukan
dengan bantuan dari aparat kepolisian yang bertugas dalam hal
penyidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 14 huruf g ditegaskan
bahwa :“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan
penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan
hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.
Wewenang kepolisian dalam proses pidana menurut Pasal 16 Undang-
undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia antara lain :
1) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian
perkara untuk kepentingan penyidikan;
3) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka
penyidikan;
4) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri;
5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
43
6) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa   sebagai tersangka
atau saksi
7) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;
8) mengadakan penghentian penyidikan;
9) menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
10) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi
yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan
mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang
yang disangka untuk melakukan tindak pidana;
11) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik PNS
serta menerima hasil penyidikan penyidik PNS untuk diserahkan
kepada Penuntut Umum;
12) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
e. Pemberantasan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh
aparat Kepolisian dan Kejaksaan saja, namun juga dibentuk dengan
adanya suatu badan khusus yang memiliki kewenangan koordinasi dan
supervisi termasuk di dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yaitu yang disebut dengan
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketiga lembaga penegak
hukum tersebut bekerjasama satu sama lain namun dalam batas-batas
kewenangannya masing-masing sesuai yang telah diatur di dalam Undang-
undang.
Batas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
menangani kasus korupsi di Indonesia diatur di dalam Pasal 11 Undang-
undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, yang berbunyi :
”Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:
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1) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang
lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara;
2) mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah)”.
Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Negara yang
bersifat independen, melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari
kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan
kekuasaan manapun adalah kekuasaan yang dapat mempengaruhi tugas
dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi
secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislative, pihak-pihak
lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan
situasi ataupun dengan alasan apapun (Ermansjah Djaja, 2008: 185).
Adapun alasan-alasan yang harus dipenuhi oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam mengambil alih penyidikan dan penuntutan
diatur di dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002, yaitu:
”Pengambilalihan penyidikan dan dan penuntutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
dengan alasan:
1) laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilanjuti;
2) proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau
tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawab;
3) penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku
tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
4) penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
5) hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan
dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
6) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan,
penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan
dapat dipertanggungjawabkan”.
f. Kehadiran Terpidana pada saat pelaksanaan eksekusi putusan kasus
korupsi
Kewajiban kehadiran Terpidana untuk melaksanakan eksekusi
putusan yang telah Inkracht Van Gewijde menurut KUHAP diatur dalam
Pasal 270 KUHAP berbunyi:
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“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetapdilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan
surat kepadanya”.
Bahkan didalam KUHAP telah diatur bahwasannya pelaksanaan
eksekusi wajib diawasi oleh seorang hakim pengawas agar eksekusi
berjalan dengan semestinya dan tidaka ada hambatan, Hal tersebut diatur
dalam Pasal 277 Ayat (1) yang berbunyi:
“Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberikan tugas khusus
untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan
terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan ppidana perampasan
kemerdekaan”.
Didalam UU No. 31 tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dibahas bahwasannya
terpidana harus tetap menjalankan kewajiban pemidanaan yang jatuh
padanya dan Negara juga dapat melakukan gugatan perdata apabila masih
terdapat harta benda milik terpidana yang patut diduga berasal dari tindak
pidana korupsi, berikut merupakan bunyi Pasal 38 c UU No. 31 tahun
1999 juncto UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi:
Pasal 38 C
“Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang
diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang
belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata
terhadap terpidana dan atau ahli warisnya”.
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B. Kerangka Pemikiran
Gambar I.1
(Skematik Kerangka Pemikiran)
Keterangan :
Saat ini angka korupsi yang terjadi di daerah terus meningkat dari tahun ke
tahun seperti misalnya yang terjadi pada daerah Surakarta. Salah satu kasus
korupsi yang terjadi di Surakarta adalah kasus korupsi penggelapan dana
Anggaran Biaya Tambahan pada Anggaran Pembiayaan Belanja Derah kota
Surakarta dan menyebabkan kerugian negara dengan jumlah yang besar senilai
Rp. 6.9 milliar yang dilakukan oleh Mantan Walikota Surakarta Slamet Suryanto.
Kasus korupsi Slamet Suryanto telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum
tetap (inkracht Van Gewijde) dan berlanjut pada proses eksekusi putusan tersebut
Kasus Korupsi
Slamet Suryanto
(Surakarta)
Rekam medis
(medical record)
Ketidakhadiran Terpidana
Dalam Eksekusi putusan
Slamet Suryanto
Surat Petunjuk Keterangan
Ahli
Ps 184
KUHAP
Kekuatan Yuridis
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yang pelaksanaannya dilakukan oleh jaksa sesuai dengan Pasal 270 KUHAP.
Namun pada kenyataannya Terpidana Slamet Suryanto dalam kasus ini tidak
menghadiri eksekusi dikarenakan sakit keras dengan adanya rekam medis resmi
dari Rumah Sakit Moewardi dan Rumah Sakit Panti Waluyo sebagai alasan
ketidakhadirannya pada saat pelaksanaan eksekusi putusan yang telah Inkracht
Van Gewijde.
Dalam hal ini belum diketahui kedudukan rekam medis sebagai alat bukti
surat, petunjuk, ataupun merupakan keterangan ahli sebagaimana diatur dalam
Pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu, penulis akan menelaah mengenai kajian
yuridis tentang hasil pemeriksaan dokter atau rekam medis tersebut melihat dari
sudut pandang KUHAP serta kewajiban hadirnya Terpidana dalam eksekusi
putusan.
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BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Konsepsi Kewajiban Hadirnya Terpidana Atas Eksekusi Putusan
Pada Kasus Korupsi Slamet Suryanto Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
1. Kasus Posisi
Pada kurun waktu dalam tahun 2003 telah terjadi perbuatan
melawan hukum yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang merugikan keuangan negara atau suatu perekonomian
negara atau dikenal dengan istilah korupsi telah dilakukan oleh Slamet
Suryanto selaku Walikota Surakarta pada masa jabatan 2000-2005
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi
Nomer: 131.33-155 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Walikota
Surakarta dan telah dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah atas nama
Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 April 2000.
Kronologisnya yaitu pada sekitar bulan Oktober 2003
Pemerintahan Kota Surakarta mengajukan proposal yang ditandatangani
oleh Ir. Sundjojo selaku Kepala Dinas Pekeerjaan Umum Kota Surakarta
yang ditujukan kepada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
(DEPKIMPRASWIL) di Jakarta, proposal tersebut mengenai
perrmohonan dana kepada Pemerintahan Pusat (Departemen Kimpraswil)
untuk pembangunan penanggulangan banjir di Kaliwingko, rehabilitasi
stadion R. Maladi, dan rehabilitasi sarana dan prasarana Balaikota
Surakarta dan setelah dibahas dengan DPR RI, Bappenas, dan Departemen
Keuangan (Dirjen Anggaran) maka kota Surakarta pada waktu itu disetujui
untuk mendapatkan bantuan dana ABT sebesar Rp. 6.995.242.000,-
berdasarkan SKO Menteri Keuangan Nomor: 1290/KM.3-43/SKOR/2003
tanggal 22 Oktober 2003 dengan otorisasi yang berhak menerima adalah
Walikota Surakarta pada waktu itu yaitu Slamet Suryanto sebagai
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Penanggung Jawab proyek kemudian Agung Hastho Banendro, ST sebagai
pemimpin proyek dan Mustofa, SE sebagai bendaharawan proyek .
Berdasarkan surat keputusan tersebut bahwasannya Slamet
Suryanto disini adalah penanggung jawab atas berjalannya peroyek ini,
namun pada kenyataannya ada 5 kegiatan pembangunan penanggulangan
banjir di Kaliwingko dan 16 kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana
Balaikota Surakarta dimana proyek tersebut didanai oleh Anggaran Biaya
Tambahan (ABT) Tahun 003. Semua kegiatan tersebut tadi nyata tidak
dikerjakan akan tetapi dimintakan pembayarannya ke KPPN Surakarta
oleh pimpinan proyek tersebut sehinnga atas perbuatan tersebut Negara
dirugikan Rp. 981.734.217,- atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.
Oleh karena hal terbut Terdakwa Slamet Suryanto dilaporkan kepada
pihak yang berwajib karena telah menyebabkan Negara mengalami
krugian yang cukup besar.
2. Identitas  Lengkap Terpidana
Slamet Suryanto, Surakarta 1 November 1944 (62 Tahun), Islam,
Mantan Walikota Surakarta masa jabatan 2000-2005/Swasta, Indonesia,
Jalan Kutilang IV No. 39 Cinderejo, Kecamatan Banjarsari Surakarta.
3. Dakwaan Penuntut Umum
Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Joelius
Sigit Kristanto, S.H. MHum. tanggal 15 Desember 2006 dengan Nomor
Reg Perk: PDS- 01 / SKRTA/Ft./04 / 2006 :
Primair
Bahwa ia Terdakwa Slamet Suryanto selaku Walikota Surakarta
masa jabatan 200-2005 berdasrkan Surat Keputusan Menteri Da;lam
Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-155 tentang Pemberhentian
dan Pengesahan Walikota Surakarta dan telah dilantik oleh Gubernur Jawa
Tengah atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 April
2000, bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi
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Agung Hastho Banendro, st selaku pimpinan proyek dan saksi Agung
Wibowo, st selaku Direktur PT. Agung Darma Intra (masing-masing
Terdakwa dalam berkas sendiri), pada tanggal 22 Oktober 2003 sampai
dengan tanggal 17 Desember 2003 atau setidak-tidaknya dari bulan
Oktober sampai dengan bulan Desember 2003 atau dalam tahun 2003,
bertempat di kantor Pemerintahan Kota Surakarta atau di suatu tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta,
telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan beberapa
perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau suatu perekonomian negara dilakukan oleh Terdakwa dengan
beberapa cara.
Pada sekitar bulan Oktober 2003 Pemerintahan Kota Surakarta
mengajukan proposal yang ditandatangani oleh Ir. Sundjojo selaku Kepala
Dinas Pekeerjaan Umum Kota Surakarta yang ditujukan kepada
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (DEPKIMPRASWIL) di
Jakarta, proposal tersebut mengenai perrmohonan dana kepada
Pemerintahan Pusat (Departemen Kimpraswil) untuk pembangunan
penanggulangan banjir di Kaliwingko, rehabilitasi stadion R. Maladi, dan
rehabilitasi sarana dan prasarana Balaikota Surakarta.
Bahwa di Departemen Kipmpraswi, proposal tersebut dibahas
dengan DPR RI, Bappenas, dan Departemen Keuangan (Dirjen
Anggaran)dan berdasarkan dari hasil pembahasan tersebut kota Surakarta
disetujui untuk mendapatkan bantuan dana ABT sebesar Rp.
6.995.242.000,- berdasarkan SKO Menteri Keuangan Nomor: 1290/KM.3-
43/SKOR/2003 tanggal 22 Oktober 2003 dengan otorisasi yang berhak
menerima adalah Walikota Surakarta.
Bahwa setelah adanya SKO (Surat Keputusan Otorisasi) mengingat
perjalanan tahun-tahun sebelumnya bahwa turunnya dana ABT biasanya
disetujui pada triwulan IV, maka DPU kota Surakarta guna mengantisipasi
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keterbatasan waktu tersebut DPU telah mempersiapkan lelang pada bulan
Agustus tahun 2003 dengan ketua panitia lelang Sdr Habib Winarto dan
peserta lelang adalah kontraktor yang lulus prafikulasi tahun 2003. Bahwa
selanjutnya Terdakwa Slamet Suryanto selaku Walikota Surakarta
menerbitkan SK. Walikota Surakarta Nomor: 901/150-A/2003 tanggal 22
Oktober 2003 tentang penunjukkan penanggung jawab proyek, pemimpin
proyek dan bendahara proyek Anggaran Biya Tambahan (abt) tahun 2003
bidang perumahan dan permukiman serta bidang sumber daya air yang
ditandatangani Walikota Surakarta dan menetapkan  pada waktu itu yaitu
Slamet Suryanto sebagai Penanggung Jawab proyek kemudian Agung
Hastho Banendro, ST sebagai pemimpin proyek dan Mustofa, SE sebagai
bendaharawan proyek.
Berdasarkan surat keputusan tersebut bahwasannya Slamet
Suryanto disini adalah penanggung jawab atas berjalannya peroyek ini,
namun pada kenyataannya ada 5 kegiatan pembangunan penanggulangan
banjir di Kaliwingko dan 16 kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana
Balaikota Surakarta dimana proyek tersebut didanai oleh Anggaran Biaya
Tambahan (ABT) Tahun 2003. Semua kegiatan tersebut tadi nyata tidak
dikerjakan akan tetapi dimintakan pembayarannya ke KPPN Surakarta
oleh pimpinan proyek tersebut sehinnga atas perbuatan tersebut Negara
dirugikan Rp. 981.734.217,- atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.
Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI
Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal
64ayat (1) KUHP.
Subsidair
Bahwa ia Terdakwa Slamet Suryanto selaku Walikota Surakarta
masa jabatan 200-2005 berdasrkan Surat Keputusan Menteri Da;lam
Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-155 tentang Pemberhentian
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dan Pengesahan Walikota Surakarta dan telah dilantik oleh Gubernur Jawa
Tengah atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 April
2000, bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi
Agung Hastho Banendro, st selaku pimpinan proyek dan saksi Agung
Wibowo, st selaku Direktur PT. Agung Darma Intra (masing-masing
Terdakwa dalam berkas sendiri), pada tanggal 22 Oktober 2003 sampai
dengan tanggal 17 Desember 2003 atau setidak-tidaknya dari bulan
Oktober sampai dengan bulan Desember 2003 atau dalam tahun 2003,
bertempat di kantor Pemerintahan Kota Surakarta atau di suatu tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta,
telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan beberapa
perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau suatu perekonomian negara dilakukan oleh Terdakwa.
Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI
Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55
ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
4. Tuntutan Pidana
Berikut adalah tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan
dalam persidangan 24 Januari 2007 yang pada pokoknya menuntut
supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa
perkara ini memutuskan:
a. Menyatakan terdakwa SLAMET SURYANTO, secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam
dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah
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dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64ayat (1) KUHP;
b. Membebaskan terdakwa SLAMET SURYANTO dari dakwaan
Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) jo pasal 64ayat (1)
KUHP;
c. Menyatakan Terdakwa SLAMET SURYANTO secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan
SUBSIDAIR Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1)
KUHP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT;
d. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SLAMET
SURYANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan
perintah supaya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kekuatan apbila denda
tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama
6 (enam) bulan;
e. Menjatuhkan terdakwa SLAMET SURYANTO untuk membayar
uang pengganti sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
dan juga dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang
pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang
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untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara
selama 6 (enam) bulan;
f. Menyatakan barang bukti berupa:
a) Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor: 050/197.1
tanggal 29 Setember 2003 tentang penerimaan SKO
pekerjaan Rehabilitasi Balaikota Surakarta, Rehabilitasi
Stadion R. Maladi Sriwedari, Pembangunan Rumah Pompa,
dan Pengadaan Pinitu Air Kaliwingko;
b) Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Perihal Otorisasi
Anggaran Belanja Rutin Tahun 2003 Nomor: 1290/KM.3-
43/SKOR/2003 tanggal 22 Oktober 2003;
c) Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor: 910/140-
A/1/2003 tanggal 22 Oktober 2003 tentang penunjukkan
penanggung jawab, pimpinan dan bendaharawan proyek;
d) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Pimpro
dengan Direktur PT. ADI Nomor: 050/23.SPP.ABT-BK/2003
tanggal 23 Oktober 2003;
e) Surat Jaminan pelaksanaan dari PT. Prasaraya General
Insurance kepada PT. ADI Nomor: PI 011360 tanggal 23
Oktober 2003;
f) Surat Jaminana pembayaran uang muka dari PT. Prasaraya
General Insurance kepada PT. ADI Nomor: PI 012510
tanggal 23 Oktober 2003;
g) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:
050/24.SPMK.ABT-BK/2003 tanggal 24 Oktober 2003;
h) Surat Perintah Walikota Surakarta Nomor: 640/3.683 tanggal
28 Oktober 2003 tentang Penunjukan sebagai Direksi dalam
proyek Rehabilitasi Balaikota Surakarta, Rehabilitasi Stadion
R. Maladi Sriwedari, Pembangunan Rumah Pompa, dan
Pengadaan Pinitu Air Kaliwingko;
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i) Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor: 640/147-
A/I/2003 tanggal 28 Oktober 2003 tentang pembentukkan
Badan Pengawas Pekerjaan;
j) Surat permohonan uang muka dari PT. ADI kepada Pimpro
sebesar 25% Nomor: 025/ADI/XI/2003 Nopember 2003;
k) Surat permohonan mulai kerja dari PT. ADI kepada Pimpro
Nomor: 027/ADI/XI/2003 Nopember 2003;
l) Surat pernyataan sanggup menggunakan uang muka dari PT.
ADI kepada Pimpro Nomor: 028/ADI/XI/2003 Nopember
2003;
m) Berita Acara pembayaran uang muka Nomor: 01/BAP.ABT-
BK/2003 tanggal 20 Nopember 2003;
n) Surat perintah membayar Nomor: 454446X/029/112 tanggal
21 Nopember 2003;
o) Surat permohonan termyn pertama dari PT. ADI kepada
Pimpro Nomor 04/ADI/XII/2003 Desember 2003;
p) Surat permohonan pemeriksaan pekerjaan dari PT. ADI
kepada Pimpro Nomor 03/ADI/XII/2003 tanggal 01
Desember 2003;
q) Surat permohonan pemeriksaan pekerjaan dari PT. ADI
kepada Pimpro Nomor 050/23 tanggal 02 Desember 2003;
r) Surat Undngan dari Ketua BPP kepada Anggota Bpp,
Direktur PT. ADI dan Direksi Lapangan Nomor: 050/04-
D/XII/2003 tanggal 02 Desember 2003;
s) Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 050/01-
BAP/XII/2003 tanggal 03 Desember 2003;
t) Berita Acara Pembayaran Termyn I Nomor 02/BAP.ABT-
BK/ XII/2003 tanggal 04 Desember 2003;
u) Addendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor
050/25.SPP.ADD.ABT-BK/2003 tanggal 10 Desember 2003
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terhadap Surat Perjanjian Pemborongan No.
050/23.SPP.ABT-BK/2003 tanggal 23 Oktober 2003;
v) Surat Perintah Membayar Nomor: 455076X/028/112 tanggal
15 Desember 2003;
w) Surat permohonan termyn kedua dari PT. ADI kepada
Pimpro Nomor: 06/ADI/XII/2003 Desember 2003;
x) Surat permohonan pemeriksaan pekerjaan dari PT. ADI
kepada Pimpro Nomor: 05/ADI/XII/2003 tanggal 15
Desember 2003;
y) Surat permohonan pemeriksaan pekerjaan dari Pimpro
kepada Ketua BPP Nomor: 050/24 tanggal 15 Desember
2003;
z) Surat Undangan Ketua BPP kepada Anggota BPP, Direktur
PT ADI dan Direksi Lapangan Nomor: 050/05-D/XII/2003
tanggal 15 Desember 2003;
aa) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 050/02-
BAP/XII/2003 tanggal 16 Desember 2003;
bb) Berita Acara Prestasi PekerjaanNomor: 050/25 tanggan 16
Desember 2003;
cc) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan PertamaNomor:
08/ADI/XII/2003 tanggal 17 Desember 2003;
dd) Berita Acara Pembayaran Termyn Kedua Nomor:
03/BAP.ABT-BK/XII/2003 tanggal 17 Desember 2003;
ee) Surat Perintah Membayar Nomor: 455540X/028/112 tanggal
22 Desember 2003;
ff) Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.ADI
kepada Pimpro pada tanggal 19 Desember 2003;
gg) Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari Pimpro
kepada Pimpinan BPP : 055/243.1 tanggal 22 Desember
2003;
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hh) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor:
339.1/BAP/XII/2003 tanggal 23 Desember 2003;
ii) Berita Acra Penyerahan Pekerjahan Tambahan (Addendum)
Nomor: 10/ADI/XII/2003 tanggal 23 Desember 2003;
jj) Surat Permohonan pembayaran pekerjaan tambahan dariPT.
ADI kepada Pimpro Nomor: 11/ADI/XII/2003 tanggal 24
Desember 2003;
kk) Berita Acara Penyerahan Dana Tambahan (Addendum) dari
Kepala Keuangan Daerah atas nama Walikota kepada Kepala
Seksi Perumahan dan Pemukiman Subdin Cipta Karya DPU
Surakarta selaku Pimpro Nomor: 05/BAP-ABT/XII/2003
tanggal 31 Desember 2003;
ll) Berita Acara Penyerahan Dana Tambahan (Addendum) dari
Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Subdin Cipta
Karya DPU Surakarta selaku Pimpro kepada PT. ADI
Nomor: 05/BAP-ABT/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003;
mm) Surat permohonan termyn pemeliharaan dari PT. ADI
kepada Nomor: 12/ADI/XII/2003 tanggal 27 Desember 2003;
nn) Berita Acara penyerahan dana termyn terakhir dari Kepala
Kantor Keuangan Daerah atas nama Walikota kepada Kepala
Seksi Perumahan dan Pemukiman Subdin Cipta Karya DPU
Surakarta selaku Pimpro Nomor: 600/419.b/XII/2003 tanggal
31 Desember 2003;
oo) Berita Acara penyerahan dana termyn terakhir dari Kepala
Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Subdin Cipta
Karya DPU Surakarta selaku Pimpro kepada PT. ADI
Nomor: 04/BAP-ABT/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003;
pp) Buku Kas Umum;
qq) Buku Pembantu dan Buku Pembantu Lainnya;
Disita dari Kepala Kantor Keuangan Kota Surakarta:
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a) Kuitansi atas nama Agung Hasto Banendro senilai Rp.
137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
b) Surat Keputusan Walikota Nomor: 954/14/I/2003 tanggal 2
Januari 2003 tentang penunjukkan Pejabat pada kantor
Keuangan Daerah Kota Surakarta atas nama Walikota
Surakarta mendatangi SPP dan lampiran-lampiran bukti
penerimaan DAU, Dana Penyeimbang dan Perimbangan
lainnya untuk Tahun Anggaran 2003;
c) Surat Keputusan Walikota Surakarta selaku Penanggung
jawab proyek Nomor: 640/147-A/I/2003 tanggal 28
Oktober 2003 tentang pmbentukkan BPP;
d) Foto copy Surat Keputusan Nomor: 821/2/3900/2001
tanggal 31 Desember 2001 tentang Pengangkatan dalam
jabatan stuktural di lingkungan Pemerintahan Kota
Surakarta;
Disita dari HANDIKUN (KPKN):
a) SKO tanggal 22 Oktober 2003 Nomor: 1290/KM.3-
43/SKOR/2003;
b) Surat Edaran Ditjen Anggaran tanggal 30-09-2003 No. SE-
198a/A/2003 tentang Petunjuk Pencairan Dana Penanganan
Bencana Alam tanhun Anggaran 2003;
c) Surat Edaran Ditjen Anggaran tanggal 12-12-2003 Nomor:
SE-262/A/2003 tentang Petunjuk Pencairan Dana
Penanganan Bencaa Alam tahun 2003;
d) Surat Keputusan Walikota Surakarta tanggal 22-10-2003
Nomor: 910/140-A/I/2003 tentang Penunjukkan
Penanggung jawab Proyek, Pimpinan Proyek dan
Bendaharawan proyek Anggaran Biaya Tambahan (ABT)
2003;
e) Surat Pernyataaan Pemilihan Langsung tanggal 20-11-
2003;
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f) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 050/23.ABT-
BK/2003 tanggal 23-10-2003;
g) Surat Peritah Membayar tanggal 21-11-2003 Nomor:
454446 X/028/112 untuk pembayaran uang muka;
h) Surat Perintah Membayar Tanggal 15-12-2003 Nomor:
455076 X/028/112 untuk pembayaran termyn pertama;
i) Surat Perintah Membayar Tanggal 22-12-2003 Nomor:
455076 X/028/112 untuk pembayaran termyn kedua;
g. Menetapkan terdakwa SLAMET SURYANTO membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Pembelaan Terdakwa
Pembelaan diajukan tanggal 14 Februari 2007 oleh Penasehat
Hukumnya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Surakarta yang memeriksa perkara ini memutuskan:
a. Menyatakan Terdakwa SLAMET SURYANTO tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang
RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah
dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64ayat (1) KUHP;
b. Membebaskan terdakwa SLAMET SURYANTO dari dakwaan
Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) jo pasal 64ayat (1)
KUHP;
c. Menyatakan terdakwa SLAMET SURYANTO secara sah dan
meyakinkan tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi
60
sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan SUBSIDAIR: Pasal
3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI
Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu: Turut Serta
Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secrara berlanjut;
d. Membebaskan terdakwa SLAMET SURYANTO dari dakwaan
SUBSIDAIR: Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1)
KUHP yaitu: Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang
dilakukan secara berlanjut.
6. Pertimbangan Hakim
a. Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajuan dalam
persidangan serta didukung keterangan saksi dan terdakwa, maka
Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut
Umum terbukti atau tidak;
b. Meinimbang bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh
Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dengan
dakwaan subsidaritas dalam bentuk Dakwaan Primair dan Dakwaan
Subsidair;
c. Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan
dakwaan pertimbanga hukum tuntutan pidana Penuntut Umum
terlebih dahuluakan mempertimbangkan pembelaan Pensehat Hukum
yang tertuang dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa;
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d. Menimbang bahwa dengan demikian unsur menyaahgunakan
kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan telah
terbukti;
e. Menimbang bahwa sistem penunjukkan dan cara pembayaran 5 item
pekerjaan yang telah dibuktikan dalam persidangan tidak melalui
tender , dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan orang
lain telah terpenuhi;
f. Menimbang bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan
keuangan negara telah terpenuhi;
g. Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan secara
bersama-sama telah terpenuhi;
h. Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
hukuman, sednagkan status terdakwa berada di luar tahanan, maka
berdasar Pasal 193 (2.a), 197 (1) huruf k KUHAP Majelis Hakim
perlu untuk memerintahkan agar terdakwa ditahan;
i. Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
hukuman, maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya
perkara;
j. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang membertkan dan
meringankan, maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan di
dalam amar putusan dibawah ini dianggap telah memenuhi rasa
keadilan;
7. Amar Putusan Pengadilan Negeri No. 140/Pid.B/2006/PN.Ska
Berikut adalah amar putusan dari Pengadilan Negeri Surakarta dengan
nomor putusan: No. 140/Pid.B/2006/PN.Ska tertanggal 14 Maret 2007:
a. Menyatakan Terdakwa SLAMET SURYANTO tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang
RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah
dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang
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perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64ayat (1) KUHP;
b. Membebaskan Terdakwa SLAMET SURYANTO dari dakwaan
primair tersebut;
c. Menyatakan Terdakwa SLAMET SURYANTO terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN SECARA BERLANJUT sebagaimana didakwakan
pada dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah
dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo
Pasal 64 ayat (1) KUHP;
d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET SURYANTO
oleh karena itu dengan pidan penjara selama 1 tahun 3 (tiga) bulan;
e. Menghukum Terdakwa SLAMET SURYANTO untuk membayar
denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar dapat diganti
edengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
f. Memerintahkan agar Terdakwa SLAMET SURYANTO ditahan;
g. Menetapkan barang bukti berupa:
a) Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor: 050/197.1
tanggal 29 Setember 2003 tentang penerimaan SKO
pekerjaan Rehabilitasi Balaikota Surakarta, Rehabilitasi
Stadion R. Maladi Sriwedari, Pembangunan Rumah Pompa,
dan Pengadaan Pinitu Air Kaliwingko;
b) Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Perihal Otorisasi
Anggaran Belanja Rutin Tahun 2003 Nomor: 1290/KM.3-
43/SKOR/2003 tanggal 22 Oktober 2003;
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c) Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor: 910/140-
A/1/2003 tanggal 22 Oktober 2003 tentang penunjukkan
penanggung jawab, pimpinan dan bendaharawan proyek;
d) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Pimpro
dengan Direktur PT. ADI Nomor: 050/23.SPP.ABT-BK/2003
tanggal 23 Oktober 2003;
e) Surat Jaminan pelaksanaan dari PT. Prasaraya General
Insurance kepada PT. ADI Nomor: PI 011360 tanggal 23
Oktober 2003;
f) Surat Jaminana pembayaran uang muka dari PT. Prasaraya
General Insurance kepada PT. ADI Nomor: PI 012510
tanggal 23 Oktober 2003;
g) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:
050/24.SPMK.ABT-BK/2003 tanggal 24 Oktober 2003;
h) Surat Perintah Walikota Surakarta Nomor: 640/3.683 tanggal
28 Oktober 2003 tentang Penunjukan sebagai Direksi dalam
proyek Rehabilitasi Balaikota Surakarta, Rehabilitasi Stadion
R. Maladi Sriwedari, Pembangunan Rumah Pompa, dan
Pengadaan Pinitu Air Kaliwingko;
i) Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor: 640/147-
A/I/2003 tanggal 28 Oktober 2003 tentang pembentukkan
Badan Pengawas Pekerjaan;
j) Surat permohonan uang muka dari PT. ADI kepada Pimpro
sebesar 25% Nomor: 025/ADI/XI/2003 Nopember 2003;
k) Surat permohonan mulai kerja dari PT. ADI kepada Pimpro
Nomor: 027/ADI/XI/2003 Nopember 2003;
l) Surat pernyataan sanggup menggunakan uang muka dari PT.
ADI kepada Pimpro Nomor: 028/ADI/XI/2003 Nopember
2003;
m) Berita Acara pembayaran uang muka Nomor: 01/BAP.ABT-
BK/2003 tanggal 20 Nopember 2003;
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n) Surat perintah membayar Nomor: 454446X/029/112 tanggal
21 Nopember 2003;
o) Surat permohonan termyn pertama dari PT. ADI kepada
Pimpro Nomor 04/ADI/XII/2003 Desember 2003;
p) Surat permohonan pemeriksaan pekerjaan dari PT. ADI
kepada Pimpro Nomor 03/ADI/XII/2003 tanggal 01
Desember 2003;
q) Surat permohonan pemeriksaan pekerjaan dari PT. ADI
kepada Pimpro Nomor 050/23 tanggal 02 Desember 2003;
r) Surat Undngan dari Ketua BPP kepada Anggota Bpp,
Direktur PT. ADI dan Direksi Lapangan Nomor: 050/04-
D/XII/2003 tanggal 02 Desember 2003;
s) Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 050/01-
BAP/XII/2003 tanggal 03 Desember 2003;
t) Berita Acara Pembayaran Termyn I Nomor 02/BAP.ABT-
BK/ XII/2003 tanggal 04 Desember 2003;
u) Addendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor
050/25.SPP.ADD.ABT-BK/2003 tanggal 10 Desember 2003
terhadap Surat Perjanjian Pemborongan No.
050/23.SPP.ABT-BK/2003 tanggal 23 Oktober 2003;
v) Surat Perintah Membayar Nomor: 455076X/028/112 tanggal
15 Desember 2003;
w) Surat permohonan termyn kedua dari PT. ADI kepada
Pimpro Nomor: 06/ADI/XII/2003 Desember 2003;
x) Surat permohonan pemeriksaan pekerjaan dari PT. ADI
kepada Pimpro Nomor: 05/ADI/XII/2003 tanggal 15
Desember 2003;
y) Surat permohonan pemeriksaan pekerjaan dari Pimpro
kepada Ketua BPP Nomor: 050/24 tanggal 15 Desember
2003;
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z) Surat Undangan Ketua BPP kepada Anggota BPP, Direktur
PT ADI dan Direksi Lapangan Nomor: 050/05-D/XII/2003
tanggal 15 Desember 2003;
aa) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 050/02-
BAP/XII/2003 tanggal 16 Desember 2003;
bb) Berita Acara Prestasi PekerjaanNomor: 050/25 tanggan 16
Desember 2003;
cc) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan PertamaNomor:
08/ADI/XII/2003 tanggal 17 Desember 2003;
dd) Berita Acara Pembayaran Termyn Kedua Nomor:
03/BAP.ABT-BK/XII/2003 tanggal 17 Desember 2003;
ee) Surat Perintah Membayar Nomor: 455540X/028/112 tanggal
22 Desember 2003;
ff) Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.ADI
kepada Pimpro pada tanggal 19 Desember 2003;
gg) Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari Pimpro
kepada Pimpinan BPP : 055/243.1 tanggal 22 Desember
2003;
hh) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor:
339.1/BAP/XII/2003 tanggal 23 Desember 2003;
ii) Berita Acra Penyerahan Pekerjahan Tambahan (Addendum)
Nomor: 10/ADI/XII/2003 tanggal 23 Desember 2003;
jj) Surat Permohonan pembayaran pekerjaan tambahan dariPT.
ADI kepada Pimpro Nomor: 11/ADI/XII/2003 tanggal 24
Desember 2003;
kk) Berita Acara Penyerahan Dana Tambahan (Addendum) dari
Kepala Keuangan Daerah atas nama Walikota kepada Kepala
Seksi Perumahan dan Pemukiman Subdin Cipta Karya DPU
Surakarta selaku Pimpro Nomor: 05/BAP-ABT/XII/2003
tanggal 31 Desember 2003;
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ll) Berita Acara Penyerahan Dana Tambahan (Addendum) dari
Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Subdin Cipta
Karya DPU Surakarta selaku Pimpro kepada PT. ADI
Nomor: 05/BAP-ABT/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003;
mm) Surat permohonan termyn pemeliharaan dari PT. ADI
kepada Nomor: 12/ADI/XII/2003 tanggal 27 Desember 2003;
nn) Berita Acara penyerahan dana termyn terakhir dari Kepala
Kantor Keuangan Daerah atas nama Walikota kepada Kepala
Seksi Perumahan dan Pemukiman Subdin Cipta Karya DPU
Surakarta selaku Pimpro Nomor: 600/419.b/XII/2003 tanggal
31 Desember 2003;
oo) Berita Acara penyerahan dana termyn terakhir dari Kepala
Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Subdin Cipta
Karya DPU Surakarta selaku Pimpro kepada PT. ADI
Nomor: 04/BAP-ABT/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003;
pp) Buku Kas Umum;
qq) Buku Pembantu dan Buku Pembantu Lainnya;
Disita dari Kepala Kantor Keuangan Kota Surakarta:
a) Kuitansi atas nama Agung Hasto Banendro senilai Rp.
137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
b) Surat Keputusan Walikota Nomor: 954/14/I/2003 tanggal 2
Januari 2003 tentang penunjukkan Pejabat pada kantor
Keuangan Daerah Kota Surakarta atas nama Walikota
Surakarta mendatangi SPP dan lampiran-lampiran bukti
penerimaan DAU, Dana Penyeimbang dan Perimbangan
lainnya untuk Tahun Anggaran 2003;
c) Surat Keputusan Walikota Surakarta selaku Penanggung
jawab proyek Nomor: 640/147-A/I/2003 tanggal 28
Oktober 2003 tentang pmbentukkan BPP;
d) Foto copy Surat Keputusan Nomor: 821/2/3900/2001
tanggal 31 Desember 2001 tentang Pengangkatan dalam
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jabatan stuktural di lingkungan Pemerintahan Kota
Surakarta;
Disita dari HaANDIKUN (KPKN):
j) SKO tanggal 22 Oktober 2003 Nomor: 1290/KM.3-
43/SKOR/2003;
k) Surat Edaran Ditjen Anggaran tanggal 30-09-2003 No. SE-
198a/A/2003 tentang Petunjuk Pencairan Dana Penanganan
Bencana Alam tanhun Anggaran 2003;
l) Surat Edaran Ditjen Anggaran tanggal 12-12-2003 Nomor:
SE-262/A/2003 tentang Petunjuk Pencairan Dana
Penanganan Bencaa Alam tahun 2003;
m) Surat Keputusan Walikota Surakarta tanggal 22-10-2003
Nomor: 910/140-A/I/2003 tentang Penunjukkan
Penanggung jawab Proyek, Pimpinan Proyek dan
Bendaharawan proyek Anggaran Biaya Tambahan (ABT)
2003;
n) Surat Pernyataaan Pemilihan Langsung tanggal 20-11-
2003;
o) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 050/23.ABT-
BK/2003 tanggal 23-10-2003;
p) Surat Peritah Membayar tanggal 21-11-2003 Nomor:
454446 X/028/112 untuk pembayaran uang muka;
q) Surat Perintah Membayar Tanggal 15-12-2003 Nomor:
455076 X/028/112 untuk pembayaran termyn pertama;
r) Surat Perintah Membayar Tanggal 22-12-2003 Nomor:
455076 X/028/112 untuk pembayaran termyn kedua;
Disita dari Ir. Sutono:Perhitungan pembayaran termyn
pertama;
Tetap disita untuk perkara lain:
Uang tunai sejumlah Rp. 250.042.000,- (dua ratus lima puluh
juta empat puluh dua ribu rupiah);
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Tetap disita untuk kepentingan lain;
h. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,-
(Lima ribu rupiah).
8. Amar Putusan Pengadilan Tinggi
Berikut adalah amar putusan dari Pengadilan Tinggi Semarang dengan
nomor putusan: No. 161/Pid/2007/PT.Smg tertanggal 14 Maret 2007:
a. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut
Umum
b. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 14 Maret
2007 Nomor: No. 140/Pid.B/2006/PN.Ska yang dimintakan banding
tersebut
c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).
9. Amar Putusan Kasasi
Berikut adalah amar putusan dari Mahkamah Agung dengan Nomor
Putusan No. 693 K/PID.SUS/2008:
a. Menolak permohonan Kasasi dari para pemohon Kasasi :
1) JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI
SURAKARTA, dan
2) TERDAKWA SLAMET SURYANTO
b. Membebankan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).
10. Pelaksanaan Eksekusi
Eksekusi putusan atas Terpidana Slamet Suryanto seharusnya
dilaksanakan pada 7 April 2010 dengan dilengkapi surat petunjuk
pelaksanaan dari Kejaksaan Tinggi dengan surat No. B-
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1276/O.3.1/Fu.1/04/2010 dilaporkan bahwasannya eksekusi tidak dapat
dilaksanakan dikarenakan bahwa Terpidana Slamet Suryanto masih dalam
keadaan sakit dan masih memerlukan pengobatan secara rutin sesuai surat
keterangan dokter yang dikeluarkan oleh RS Puri Waluyo Surakarta
tertanggal 25 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr.Aris, Sp.Kj.
Laporan pelaksanaan eksekusi terpidana atas Slamet Suryanto
ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Surakarta berisikan sebagai
berikut:
a. Bahwa kami telah melakukan panggilan terhadap yang bersangkutan
sebanyak dua (2) kali tetapi yang bersangkutan tidak dapat hadir
dengan alasan sakit, sesuai dengan surat keterangan dokter.
Kemudian kami meminta catatan medis dari RSUD Moewardi
Surakarta dan telah diberikan rekam medis melalui surat No.
B70/3000/2010 tanggal 4 Maret 2010.
b. Bahwa kami telah berkoordinasi baik secara lisan maupun tertulis
kepada pihak kepala Rutan/ Lapas Surakarta tentang kesehatan
terpidana yang pada intinya pihak rutan tidak memiliki ruang/ tempat
khusus merawat terpidana yang sakit.
c. Berdasarkan point I dan II tersebut diatas maka kami mohon kepada
Kepala Kejaksaan Tinggi Surakarta untuk memberikan petunjuk
apakah terpidana segera dieksekusi ataukah menunggu sampai yang
bersangkutan sembuh.
11. Pembahasan
Dalam proses acara pemeriksaan biasa, seorang Terdakwa baik untuk
kasus korupsi maupun kasus pidana lainnya memiliki kewajiban untuk
menghadiri persidangan seperti yang tercantum dalam Pasal 145 yang
menyatakan bahwa: “Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan
dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada
terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak
diketahui, disampaikan di kediaman terakhir”. Kemudian terdapat pada
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Pasal 152 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Hakim dalam menetapkan
hari sidang sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) memerintahkan
kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk hadir
di dalam persidangan”. Dan terdapat pada Pasal 196 ayat (1) yang
menyatakan bahwa “Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya
terdakwa kecuali dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain”  Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/Undang-Undang RI
Nomor 8 Tahun 1981 atau didalam HIR yang tercantum dalam pasal 253
(2) dan 261.
Seperti halnya proses persidangan, seorang Terpidana yang telah
dijatuhi hukuman yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, maka
wajib hukumnya bagi terpidana itu melaksanakan eksekusi. Eksekusi
tersebut dilakukan oleh Jaksa dan diawasi oleh Hakim Pengawas guna
mengawasi proses pelaksanaan eksekusi. Kewajiban tersebut tertera dalam
Pasal Pasal 270 KUHAP berbunyi:“Pelaksanaan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk
itu panitera mengirimkan salinan surat kepadanya”.
Pasal 277 Ayat (1) yang berbunyi:“Pada setiap pengadilan harus ada
hakim yang diberikan tugas khusus untuk membantu ketua dalam
melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan
yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan”.
Seorang yang telah dijatuhi hukuman pada putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap seharusnya langsung ditahan dan diproses sesuai
dengan vonis pidana yang diterimanya, seperti yang telah tercantum dalam
Pasal 193 KUHAP baik ayat (1) maupun ayatt (2) huruf (a) yang berbunyi:
1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan
tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan
menjatuhkan pidana.
2) (a) Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak
ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan
apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alas an yang
cukup untuk itu.
Slamet Suryanto dijatuhi vonis pidana penjara 1 tahun 3 bulan.
Namun karena alasan kesehatan yang diperkuat dengan adanya medical
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record (rekam medis) dimana Slamet Suryanto dinyatakan mengalami
gangguan kelainan yaitu tekanan darah tinggi dan kelemahan anggota
gerak (tangan dan kaki) sebelah kiri yang membuatnya tidak bisa
beraktifitas sendiri dan harus mendapatkan perawatan intensif dan
kemudian Slamet Suryanto tidak dapat menghadiri dan melaksanakan
eksekusi putusan hingga menyebabkan penundaan eksekusi oleh
Kejaksaan Negeri Surakarta karena alasan perikemanusiaan. Alasan
perikemanusiaan ini menjadi dasar Jaksa untuk menunda eksekusi sampai
Terpidana Slamet Suryanto dinyatakan sehat dan dapat beraktifitas tanpa
bantuan orang lain serta tidak perlu mendapat perawatan intensif lagi
kendati dengan begitu penundaan eksekusi menjadi berlarut-larut sampai
dengan batasan waktu yang tidak dapat ditentukan mengingat pulihnya
Terpidana harus melalui proses pengobatan dan terapi yang cukup
panjang, namun rekam medisnya akan selalu dilaporkan setiap 2 minggu
sekali melalui kuasa hukumnya yaitu Heru Buwono, Sh Mh.
Alasan lainnya penundaan eksekusi ini adalah surat dari Kepala
Rutan/ Lapas Surakarta Nomor W9.Ev.PK.01.07.01 yang menyatakan
bahwa di dalam Rutan/ Lapas saat ini  tidak mempunyai ruang rawat inap/
kamar khusus untuk merawat narapidanan yang sakit atau membutuhkan
perawatan medis. Sehingga Narapidana yang sakit parah dan
membutuhkan bantuan medis tidak dapat ditampung di dalam Rutan/Lapas
Surakarta.
Jadi kesimpulannya di dalam KUHAP seorang terpidana harus
menjalankan eksekusi sesuai dengan hasil putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap. Namun pada realita di lapangan ternyata eksekusi dapat
mengalami penundaan dengan alasan perikemanusiaan yaitu alasan
kesehatan terpidana terganggu dan terpidana hanya menjadi tahanan kota
samapai dinyatakan sembuh dan dapat menjalani proses hukum kembali.
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B. Kekuatan Yuridis Pendapat Dokter (Rekaman Medis) Atas
Penentuan Status Kesehatan Terpidana Atas Ketidakhadirannya
Dalam Eksekusi Putusan.
1. Pendapat Dokter terhadap Kesehatan Slamet Suryanto
Hasil ”Rekam Medis” atau yang disebut dengan ”Medical Record”
milik Terpidana Slamet Suryanto yang berasal dari Rumah Sakit Puri
Waluyo Surakarta bertempat di Jalan Slamet Riyadi No 301-303 tertanggal
25 Mei 2010 yang ditangani oleh Prof. Dr.Aris, Sp.Kj dan second opinion
berasal dari Rumah Sakit Dr Moewardi Surakarta oleh Dr Yusup Subagio
Sutanto, Sp.p pada tanggal 4 Maret 2010. Berikut adalah uraian mengenai
hasil rekam medis milik Slamet Suryanto:
a. Resume pasien saat keluar:
1) Keluhan utama. Bingung, tegang, tidak lancar berkomunikasi,
pembicaraan tidak sesuai, menolak makan, sakit kepala dan tidak
dapat berjalan.
2) Pemeriksaan fisik. Didapatkan kelainan yaitu tekanan darah tinggi
dan kelemahan anggota gerak (tangan dan kaki) sebelah kiri.
3) Pemeriksaan psikiatrik. Didapatkan tanda dan gejala psikotik
(kebingungan psikotik, isi pikiran aneh, ketakutan tanpa sebab, dan
depresi). Tidak didapatkan tanda dan gejala kejiwaan yang dibuat-
buat (malingering).
4) Pemerisaan Laboratorium. Tidak dijumpai kelainan
5) Perjalanan penyakit selama perawatan. Membaik, keluhan
berkurang (sakit kepala, pola tidur membaik, komunikasi
membaik), tekanan darah normal, tapi belum dapat berjalan.
6) Tindakan yang dilakukan. Diberi pengobatan psikoterapi dan
psikofarmaka, meliputi Neuroleptika, Antidepresan, dan
Anxiolitika serta konsul/rawat bersama dokter spesialis jantung
dan pembuluh darah.
7) Diagnosis saat keluar dari rumah sakit. Depresi berat dengan ciri
psikotik.
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8) Progam pengobatan setelah keluar dari rumah sakit. Berobat jalan
seminggu sekali, fisioterapi, dan pemeriksaan Brain CT Scan.
b. Pengobatan Jalan:
1) Setelah pulang dari RS, keadaan pasien tidak memungkinkan untuk
berobat jalan sehingga pasien dikunjungi perawat untuk periksa
tekanan darah, fisioterapi, dan injeksi obat-obat disampingg
pengontrolan obat yang harus diminum (kunjungan setiap hari
dalam minggu I, dua hari sekali dalam minggu II, tiga hari sekali
dalam minggu III, dst). Ada kemajuan pasien dari waktu ke waktu.
2) Pemeriksaan Brain CT Scan (tanggal 6 dan 9 Februari 2010)
didapatkan Astrositoma di sebelah kanan belakang otak besar.
c. Pertimbangan Medis
Dengan kondisi gangguan mental dan gangguan fisik (walaupun
sudah mengalami kemajuan tyerapi), kemungkinan akan mengalami
beberapa kesulitan seandainya dilakukan eksekusi pasien.
1) Tingkat ketergantungan pasien yang sangat tinggi pada bantuan
orang lain untuk aktivitas dasar harian.
2) Tindakan eksekusi mungkin dapat berlaku sebagai sresor baru
yanfg dapat memperberat gangguan mental, atau bahkan dapat
menjadi faktor penyebab kekambuhan penyakit.
3) Gangguan mental yang dialami pasien membutuhkan pengobatan
jangka panjang secara teratur dengan melibatkan anggota keluarga
(family therapy)
Dengan adanya alasan itulah eksekusi putusan pada kasus korupsi
Anggaran Biaya Tambahan (ABT) APBD Surakarta dengan Terpidana
Slamet Suryanto ditunda sampai dengan Terpidana Slamet Suryanto
dinyatakan sehat dan dapat beraktivitas kembali seerti biasa sehingga
sudah dapat menjalani proses hukum.
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2. Kekuatan Pembuktian
Di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, baik
pidana maupun perdata secara umum memiliki bentuk-bentuk pembuktian
yang dapat digunakan yaitu bukti tertulis, bukti kesaksian dan persangkaan
hakim.Dalam kasus ini “medical record” atau rekam medis ini merupakan
sebuah bukti tertulis berupa surat bukan akta yang dibuat oleh seorang
yang ahli dibidangnya yang sengaja dibuat namun tidak dimaksudkan
sebagai alat pembuktian di kemudian hari.
Kekuatan bukti surat bukan akta tidaklah sekuat akta karena surat
ini bukan ditujukan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, bukti surat bukan
akta dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian, artinya adalah
bahwa surat tersebut dapat diajukan ke pengadilan sebagai petunjuk yang
dapat menambah keyakinan hakim yang memeriksa perkara. Kemudian
bukti surat yang berisi catatan rekaman medis ini memiliki kekuatan
pembuktian bebas atau vrijbewijskracht, artinya bahwa dalam surat rekam
medis ini tidak melekat nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan,
terserah pada penilaian Hakim dan Jaksa yang mengeksekusi. Jaksa dan
Hakim Pengawas eksekusi bebas menilai dan tidak terikat kepadanya.
Tidak ada keharusan pada Jaksa dan Hakim Pengawas untuk mesti
menerima kebenaran rekam medis yang tersebut.
3. Pembahasan
Alasan yang membuat eksekusi seperti yang telah diuiraikan diatas
mengalami penundaan adalah hasil rekam medis milik Terpidana Slamet
Suryanto yang menyatakan kondisi pasien atas nama SLAMET
SURYANTO tersebut tidak dapat menjalani proses hukum. Dalam hal ini
rekam medis berdiri sebagai surat keterangan dokter untuk meyakinkan
eksekutor untuk dapat melakukan penundaan eksekusi terhadap Terpidana
Slamet Suryanto ini.
Berdasarkan Pasal 187 KUHAP dan Pasal 187 huruf (c) KUHAP
tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam suatu
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surat dalam hal ini adalah surat keterangan dokter (rekam medis) seperti
yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (c) KUHAP adalah :
a. Dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah
b. Berasal dari seorang ahli
c. Memuat pendapat ahli tersebut dan pendapat itu berdasarkan
keahliannya
d. Diminta secara resmi
Dalam hal ini surat resmi sebagaimana yang kita cermati dalam
kasus ini adalah perihal surat keterangan dokter berupa rekam medis atau
yang biasa disebut dengan ”medical record” yang merupakan catatan
resmi seorang pasien berupa berkas yang berisikan catatan dan dokumen
tentang identitas pasien, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan,
tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada seorang pasien selama
dirawat di rumah sakit yang dilakukan di unit-unit rawat jalan termasuk di
unit gawat darurat dan unit unit rawat inap”.
Kesaksian seorang dokter akan sangat berbeda dengan penyaksian
yang dilakukan seseorang yang bukan dokter. Oleh karena itu, apa yang di
saksikan oleh dokter, didengar dan dilihatnya, merupakan perbuatan
hukum yang berkonsekuensi hukum juga. Pertimbangannya adalah bahwa
apa yang dilakukannya memang diminta, sementara aktivitasnya pun
berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Yang menjadi pertanyaan
dalam kasus ini adalah apakah keterangan dokter yang berupa Rekam
Medis atau medical record tersebut dapat memiliki kekuatan yuridis atas
penentuan status kesehatan seorang terpidana sehingga terpidana tersebut
tidak hadir dalam eksekusi pidananya dan bahkan mengalami penundaan
eksekusi sampai terpidana tersebut dinyatakan sehat.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu kita pahami kedudukan
Rekam Medis (Medical Record) sebagai alat bukti yang berada diantara
persimpangan sebagai berikut:
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Petunjuk
Keterangan Ahli Surat
Gambar I.2
Kedudukan Rekam Medis sebagai Surat
Seperti yang telah diuraikan diatas, ”rekam medis” dalam kasus ini
telah memenuhi unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam sebuah surat.
Surat berupa rekam medis ini berisikan pendapat atau keterangan dokter
terhadap pasiennya serta hasil pengamatan seorang dokter akan identitas
pasien, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan dan
pelayanan lain yang diberikan kepada seorang pasien selama dirawat di
rumah sakit yang dilakukan di unit-unit rawat jalan termasuk di unit gawat
darurat dan unit unit rawat inap yang dituangkan dalam bentu laporan
tertulis. Karena berbentuk bukti surat, maka tidak melekat nilai
pembuktian yang sempurna dan menentukan, terserah pada penilaian
Hakim dan Jaksa yang mengeksekusi. Jaksa dan Hakim Pengawas
eksekusi bebas menilai dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan
pada Jaksa dan Hakim Pengawas untuk mesti menerima kebenaran rekam
medis yang tersebut.
Rekam Medis
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BAB IV. P E N U T U P
A. SIMPULAN
Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan
pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut :
1. Konsepsi kewajiban hadirnya Terpidana atas eksekusi putusan pada
kasus korupsi Slamet Suryanto menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah wajib karena apabila telah
ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terpidana
tersebut wajib menjalankan vonis pidananya dan akan dieksekusi
oleh Jaksa dan pelaksanaannya akan diawasi oleh Hakim Pengawas.
2. Kekuatan Yuridis pendapat dokter (Rekaman Medis) atas penentuan
status kesehatan Terpidana atas ketidakhadirannya dalam eksekusi
putusan adalah bebas atau vrijbewijskracht, artinya bahwa dalam
surat rekam medis ini tidak melekat nilai pembuktian yang sempurna
dan menentukan, terserah pada penilaian Hakim dan Jaksa yang
mengeksekusi. Jaksa dan Hakim Pengawas eksekusi bebas menilai
dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan pada Jaksa dan
Hakim Pengawas untuk mesti menerima kebenaran rekam medis
tersebut. Pada kenyataan, dengan alasan kemanusiaan eksekusi
putusan pada kasus korupsi Anggaran Biaya Tambahan (ABT)
APBD Surakarta dengan Terpidana Slamet Suryanto ditunda sampai
dengan Terpidana Slamet Suryanto dinyatakan sehat dan dapat
beraktivitas kembali seerti biasa sehingga sudah dapat menjalani
proses hukum.
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B. SARAN
1. Pengadilan merupakan representasi wajah penegakan hukum
dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum,
melainkan pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan
sosial melalui putusan-putusan hakimnya. Kegagalan lembaga
peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum diatas dapat
mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap
pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum dan sebaiknya untuk
mampu melahirkan putusan-putusan hakim yang adil maka
diperlukan kesadaran para penegak hukum dan bahkan pelatihan
bagi para penegak hukum agar dapat menjalankan kewajibannya
dengan baik.
2. Hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam
penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab dalam
memutuskan suatu perkara pidana atas landasan tanggung jawab
moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya
hukum serta kepastian hukum, Hakim akan terhindar
kesewenangan dan hendaknya tidak boleh ada perbedaan perlakuan
didalamnya karena sebagai warga Negara Indonesia maka berhak
untuk mendapatkan persamaan di mata hukum dan pemerintahan.
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